BUPATI JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR % TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan—Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re {s1\Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Pemerintah untuk Penyederhians
huruf n Peraturan Dacia =1 :

Pasal 5 gyat™(1)
r Pahiun 2022
3 Tahun 2016

Pungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman
gden Perkebunan Kabupaten Jember dengan
asikan penyesuaian struktur organisasi perangkat

craturan perundang-undangan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat I Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Irdonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahup
Daerah (Lembaran Negara Republik
114, Tambahan Lembaran Negar l 3
e h| pd

20 ¢ritang Perangkat
i n 2016 Nomor
gsia Nomor 58877,
erintah Nofmor 72
emerintah Nomor
embaran Negara

87, Tambahan Lembaran

18 Tahun 206

Tahun 2017 tentang Manajemen
embaran Negara Republik Indonesia Tahun
or 63 Taribahan Lembaran Negara Republik Indonesia
037}y sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
eme ali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
erafuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);




11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapks

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota  Yang  Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539));

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik IndoneSia
Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-fian Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem-Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan
Republik Indonesia Tahun 2022 N
Peraturan Daerah Kabupate Jermbt
Pembentukan dan Susuriai
Kabupaten Jember

deng

Tahtin 2016 tentang Pembentukan
sfah (Lembaran Daerah Kabupaten
, Tambahan Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
JEMBER.,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

» 0N

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
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11

12.

13.

(1)

(4)

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Fungsional pada instansi pemerintah.

.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah UPTD di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selamjutnya
disingkat ABPD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SU
Bs g i¢

san pemerintahan di bidang

Fﬁ pi ¢h-Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

rolingjawab-Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

sébagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

anakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang Pertanian.

Dinas dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud pada ayat

(3), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pertanian;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



(3)

(4)

(1)

(2)

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

b.Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

¢. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. Bidang Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaks 2l ﬁ: $a yat (1) huruf a

mempunyai tugas TEngana ; melaksanakan,
mengkoordinasikan endalike administrasi
)y g ole keuangan serta

.tl
umum, kepe af ar .& ) P-
tugas lai g diberi olel eﬁ: Dings:

| tugas! sgbagainfana dimaksud pada ayat (1),

nny ngsi-riieliputi:

=T E nrkebijakan operasional tugas dan dukungan

m, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di

o Dinas.

b, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di
lingkungan Dinas.

¢. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di
Lingkungan Dinas.

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman

dan pendistribusian surat;
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. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan

kearsipan Dinas;

menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat - rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu - tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan
dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan
barang;

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;

. melaksanakan  kegiatan  penatausahaan, pengamanan dan

perlindungan aset / barang milik daerah,;

melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian
dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; d

. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekret

Bagian Kedua

Bidang Penyuluhan dan Pengembanga mpe ya Manusia
Perta ﬁ
(1)Bidang Pen dﬂ €rdaya Manusia
Pertani : j a|dimaksu al 3 ayat (1) huruf b,
gas 12 penyusunan, pelaksanaan
1 Iﬁi n teknis serta pemantauan dan

embe
f;ﬁg e uhan dan Pengembangan Sumber Daya

sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

ertanian menyelenggarakan fungsi;

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di Bidang
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian;

b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia
pertanian;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria di bidang
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya
manusia pertanian;

d. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya
manusia pertanian;

f. penyediaan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana di
bidang penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan
sumberdaya manusia pertanian;

g. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk dan
pestisida;



h. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tersier

di bidang pertanian;

pemantauan, evaluasi dan  pelaporan penyelenggaraan
penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
pelaksanaan administrasi Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan
Pasal 7

(1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)

(1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan
dan evaluasi di bidang penyediaan perbenihan, budi daya,
pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasar
mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian
organisme pengganggu tanaman tanaman pangan S¢rtd tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimans
Bidang Tanaman Pangan menyelenggaraka
a. penyusunan kebijakan di QP erbeniha Fudi
daya, pascapanen; sigqlahdn,’ ‘permasé hasil~" produksi,
pengawasa
PENger
b o= .3@‘ é
ll: pa S8 Pé

DA W aASaT

1
<
w

periggangen tapnamman tanaman pangar,
bidapg-penyediaan perbenihan, budi
sotdhan, pemasaran hasil produksi,
dan keamanan pangan, perlindungan dan
perjgendaliaf erfanisme pengganggu tanaman pangan,
Penyuswian norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
petiyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan,
pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan
pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu
tanaman tanaman pangan;

d. pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang
tanaman pangan;

e. pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertanian di bidang
tanaman pangan;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan
perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil
produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan,
perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman
tanaman pangan,

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi
daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi,
pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan
pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman pangan,

h. pelaksanaan administrasi di Bidang Tanaman Pangan; dan

Wi




i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Hortikultura
Pasal 8

(1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di
bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan,
pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan
pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu
tanaman tanaman Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi
daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi
pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindun dan
pengendalian  organisme  pengganggu tana tanaman
Hortikultura;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pe
daya, pascapanen, pengolah s
pengawasan mutu dan
pengendalian

1 dan pengendalian organisme pengganggu

Hortikultura;

gan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang

aman Hortikultura;

e. pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertanian di bidang

tanaman Hortikultura,;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan

perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil

produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan
dan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman

Hortikultura,

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi
daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi,
pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan
pengendalian  organisme  pengganggu tanaman tanaman
Hortikultura;

h. pelaksanaan administrasi di Bidang Hortikultura; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

—
H



(1)

(2)

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 9

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di
bidang penyediaan perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan,
pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan
pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu
tanaman tanaman perkebunan, pembinaan usaha perkebunan
berkelanjutan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budi
daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi

pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan t an
Perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan ber jutan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyedia €érbenihan, budi
daya, pascapanen, pengolahan, pe asil produksi,
pengawasan mutu dan keaman gdn, ungan tanaman
Perkebunan serta pembin . e n erkelanjutan;

C. penyusunan norma brased teri bidang
penyediaan an, aneri, pengolahan,
pemas il duksi g utu dan keamanan
o) , i ng LL t h ebunan serta pembinaan

saha perke arn berkel n;
engemb fr: tur, sarana dan prasarana di bidang
hamadn [P an;

g\ perhberi fekomendasi teknis izin usaha pertanian di bidang
an Perkebunan;
~“pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan

perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil
produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan
tanaman Perkebunan serta pembinaan wusaha perkebunan
berkelanjutan;

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perbenihan, budi daya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil
produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan
tanaman Perkebunan serta pembinaan usaha perkebunan
berkelanjutan;

h. pelaksanaan administrasi di Bidang Perkebunan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



(1)
(2)
(3)

BAB 1V
UPTD
Pasal 10

UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas
Dinas.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD merupakan Klasifikasi B

(4) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(S)
(6)

fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampil
tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud-dalam ayat
(1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsi sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan yan atannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perun > .
Jumlah Kelompok Jabatan i e ahal dimaksud a
ayat (1) ditentukan k. u an z dideSari atas
analisis jabatan r

Tugas, jent a erlj 1 abatan Fungsional
seb imaksud| a sesuai dengan ketentuan
N[ perundang-undar ang mengatur jabatan fungsional

A Pasal 12

OIp abatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

jabatan fungsional.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi
Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.
Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf (a) yang ditugaskan oleh pimpinan unit
organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan
kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,



BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing — masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing - masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing — masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah - langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - ing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan sa organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergun dgpi bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut d Q berikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan an S g |kep atasan,
tembusan lapora ib d € seflian organisasi
lain yang ional me an kerja.

DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 14

FKe inas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai
€geri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
sesuai dengan peraturan perundang — undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai
dengan peraturan perundang — undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 15
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.



(4) Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV
a atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 16
Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pengisian pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan,-
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ker;'g,/fﬁ'ﬂas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
sampai dengan dilaksanakannya pengisian ja_patah/.'dengan pejabat
berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuaj ket’éﬁ’tﬁé’n |

KET%N /, h Ehw'rbfp w"« L, S

e ; all ‘\ ) N~
Pada saat Pergmran BIL[LBU ini | ’TaJ bcrlaku’ ,l;eraturan Bupati Jember
Nomor 127 Tﬁhun| 2021 tcﬁdadg Shsuﬁan Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Dinas Tanaman | Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabubaten Jember (Benta ‘Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021
Ndimjr| 127)l Jhaabut-dan dinyatakan tidak berlaku.

U Pasal 19

.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Diundangkan di Jember Ditetapkan di Jemb.ei‘
pada tanggal 28 Febroar: 2023 pada tanggal 2% Tebruart 2023

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

99602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR &
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